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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengetahui mengetahui pengaturan hukum terhadap alat 

bukti petunjuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 

Acara Pidana dan Untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap pembuktian Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Jenis penelitian 

dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa 

penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan 

pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-

aturan hukum yang ada dan berlaku.   

Hasil penelitian menunjukan  Pembuktian memegang peranan yang sangat 

penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah 

nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat 

dijatuhi hukuman pidana. Pengaturan hukum Alat bukti petunjuk terdapat dalam Pasal 

188 ayat (1) KUHP yang menyatakan adanya Petunjuk perbuatan, kejadian atau keadaan, 

yang karena persesuaiannya.  

Kekuatan hukum Alat bukti petunjuk pada umumnya, baru diperlukan apabila 

alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan dalam 

Pasal 183 KUHAP. Berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut maka akan menjadi bahan 

pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan perkara. Alat bukti petunjuk merupakan alat 

bukti yang paling lemah Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk berupa sifat dan 

kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian petunjuk oleh hakim 

tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk.. 
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1981 

 

 

 

  



PENDAHULUAN 

Pembuktian hukum pidana mengenal dua hal, yang pertama yaitu barang bukti 

dan yang ke 2 (dua) merupakan alat bukti, dua hal tersebut merupakan proses dan 

pedoman untuk menimbulkan keyakinan hakim di dalam pembuktian. Dalam proses 

peradilan pidana, alat bukti memegang peran yang sangat penting dimana dengan 

pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Pembuktian merupakan masalah yang 

memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian 

ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan 

undang –undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada 

terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat 

dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP, terdakwa 

dinyatakan “bersalah”. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman, oleh karena itu, hakim 

harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. 

Tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan perkara pidana, apakah 

seseorang yang dihadapkan dimuka peradilan terbukti bersalah atau tidak. Proses 

peradilan pidana dilakukan melalui prosedur dan terikat oleh aturan-aturan hukum yang 

ketat terutama tentang hukum pembuktian, yang mencakup semua batas-batas 

konstisional hukum acara. Syarat-syarat dan tujuan peradilan yang fairantara lain, 

menerapkan asas praduga tidak bersalah dengan cara yang benar, pada saat seseorang 

yang dituduh menjalani pemeriksaan di pengadilan harus dilakukan sungguh sungguh, 

tidak pura-pura, kepalsuan terencana, dan bebas dari paksaan atau ancaman sehalus 

apapun, mulai dari penangkapan sampai penjatuhan pidana.
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Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan 

Kehakiman,merumuskan “tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila 

pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat 

keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas 

perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Asas pokok dalam pasal tersebut di atas 

mendapat perluasan di dalam Pasal 183 KUHAP, merumuskan “hakim tidak 

bolehmenjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 

dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Makna Pasal 183 KUHAP tersebut di 

atas, menunjukan bahwa yang dianut dalam sistem pembuktian ialah sistem negatif 

menurut undang-undang (negatief wettelijk). 

Dalam menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus bersikap secara arif dan 

bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan saksama berdasarkan hati 

nuraninya. Alat bukti petunjuk digunakan dalam tindak pidana untuk menguatkan 

keyakinan hakim dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa karena 

dalam tindak pidana pada umumnya keterangan saksi kurang menguatkan dapat 

dipidananya seseorang. 

 

PEMBAHASAN 

Kekuatan alat bukti atau juga disebut sebagai efektivitas alat bukti terhadap suatu 

kasus sangat tergantung dari beberapa faktor. Sebut saja faktor itu adalah psiko-sosial 

(kode etika, kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan dengan warga masyarakat) dan 

partisipasi masyarakat. Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai 

sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu 

juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah.  

                                                 
1 Anton F. Susanto, 2004, Wajah peradilan kita. Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, 

Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Bandung: Rafika Aditama, 2004, hal.1 



Suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap dan 

perilaku pihak lain menuju ke satu tujuan yang dikehendaki; artinya apabila pihak lain itu 

mematuhi hukum. Tetapi kenyataannya tidak jarang orang tidak mengacu atau bahkan 

melanggar dengan terang-terangan, yang berarti orang itu tidak taat hukum.  

Diformulasikan oleh Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya 5 

(lima) alat bukti yang sah. Dibandingkan dengan hukum acara pidana terdahulu yaitu HIR 

(Stb. 1941 Nomor 44), ketentuan mengenai alat-alat bukti yang diatur oleh KUHAP ini 

mempunyai perbedaan yang prinsip dengan HIR. 

Adapun cara memperoleh alat bukti petunjuk, Pasal 188 Ayat (2) KUHAP 

membatasi kewenangan hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk, bahwa petunjuk 

hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Sumber inilah 

yang secara limitatif dapat dipergunakan untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk. 

Berdasarkan ketiga alat bukti yang disebutkan itu saja hakim dapat mengolah alat bukti 

petunjuk dan dari ketiga alat bukti tersebut persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan 

dapat dicari dan diwujudkan.
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Mempergunakan alat bukti petunjuk, tugas hakim akan lebih sulit, ia harus 

mencari dan menghubungkan antara perbuatan, kejadian atau keadaan, menarik 

kesimpulan yang perlu serta mengkombinasikan akibat-akibatnya dan akhirnya sampai 

pada suatu keputusan tentang terbukti atau tidaknya sesuatu yang telah didakwakan. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 188 KUHAP tersebut, kiranya orang dapat 

mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk di dalam 

berbagai alat bukti itu, tidak mungkin akan dapat diperoleh oleh hakim tanpa 

mempergunakan redenering atau suatu pemikiran tentang adanya suatu persesuaian 

antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan 

dengan tindak pidananya sendiri. 

Perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang dijumpai 

oleh hakim didalam keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa itulah, KUHAP 

dapat membenarkan hakim membuat suatu pemikiran, atau lebih tepat jika mengatakan, 

bahwa hakim dapat membuat suatu kontruksi atau penalaran untuk memandang suatu 

kenyataan sebagai terbukti. Hakim tidak boleh serampangan mengesampingkan alat bukti 

lain (akta autentik) sebagai alat bukti, melainkan harus ada alasan yang bisa 

dipertanggungjawabkan.3  

 

KESIMPULAN 

Alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 188 ayat (1) diuraikan bahwa alat bukti 

petunjuk merupakan suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, 

baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, 

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kekuatan 

hukum Alat bukti petunjuk pada umumnya, baru diperlukan apabila alat bukti yang lain 

belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP. 

Berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut maka akan menjadi bahan pertimbangan bagi 

hakim untuk memutuskan perkara. Alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang paling 

lemah Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk berupa sifat dan kekuatannya dengan alat 

bukti yang lain. Kekuatan pembuktian petunjuk oleh hakim tidak terikat atas kebenaran 

persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan 

mempergunakannya sebagai upaya pembuktian. Demikian juga alat bukti petunjuk tidak 

dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Tetap terikat pada prinsip 

                                                 
2 M. Yahya Harahap, Op Cit, hal.315 
3 Djisman Samosir, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hal 

.142 



batas minimal pembuktian. Petunjuk nanti dapat dikatakan mempunyai nilai kekuatan 

pembuktian cukup harus didukung dengan sekurang-kurangnya dengan satu alat bukti 

yang lain. 
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